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ABSTRAK: Salah satu kearifan lokal dari masyarakat Negeri Haruku Maluku Tengah adalah
sasi lompa. Dalam pelaksanaannya, peran lembaga adat sangat penting. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis status kelembagaan sasi lompa di Negeri Haruku. Penelitian ini
dilakukan pada Juli 2020 di Negeri Haruku, Kabupaten Maluku Tengah. Data dikumpulkan
dengan mengggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan penilaian indikator EAFM
(Ecosystem Approach to Fisheries Management). Sebanyak 35 responden sebagai sampel
penelitian dipilih secara purposif. Hasil analisis terhadap indikator kelembagaan sasi lompa di
Negeri Haruku memperlihatkan bahwa indikator tingkat kepatuhan terhadap prinsip perikanan
yang bertanggung jawab tergolong kurang; sementara indikator kelengkapan aturan main
dalam pengelolaan perikanan dan rencana pengelolaan perikanan serta pemangku kepentingan
tergolong sedang. Indikator mekanisme kelembagaan pengelolaan perikanan sangat
bervariasi, sedangkan indikator tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan dinilai sangat
baik, dan merupakan prioritas dalam peningkatan kapasitas kelembagaan sasi lompa di Negeri
Haruku.

Kata Kunci: Kelembagaan, pengelolaan, sasi lompa, EAFM, Negeri Haruku

ABSTRACT: One local wisdom of the Haruku community is sasi lompa. In practice, the role
of traditional institutions is vital. This study aims to analyze the institutional status of sasi
lompa in Haruku. This research was conducted in July 2020 in Haruku Village, Maluku
Tengah Regency. Data were collected using observation, interview, and documentation
methods. A descriptive qualitative with the EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries
Management) indicator assessment approach was applied to answer the problem. A total of 35
respondents as samples were collected purposively. The results show that the adherence level
to responsible fisheries principles is poor; meanwhile, indicators of the completeness of the
rules in fisheries management and fisheries management plans and stakeholders are classified
as average. Indicators of institutional mechanisms for fisheries management varied widely,
while the policy and institutional cooperative levels were considered very good. The latter is
the priority in enhancing the institutional capacity of sasi lompa in Haruku.
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PENDAHULUAN

Implementasi pengelolaan perikanan di
Indonesia telah mengadopsi konsep pendekatan
ekosistem pada perikanan (Ecosystem Approach
to Fisheries) atau EAFM (Garcia et al., 2003;
Puspasari, et al., 2014). Sesuai defenisi dan
prinsip pendekatan ekosistem pada perikanan,
maka implementasi pengelolaan perikanan

dengan pendekatan ekosistem EAFM di
Indonesia, memerlukan adaptasi struktural
maupun  fungsional di  seluruh  tingkat

pengelolaan perikanan, baik di tingkat pusat
maupun  daerah  (NWG-EAFM,  2014).
Implementasi EAFM memerlukan perangkat
indikator yang dapat digunakan sebagai alat
monitoring dan evaluasi tentang penerapan
prinsip-prinsip pengelolaan perikanan berbasis
ekosistem (Gaichas, 2008; Mulyana, 2018).
NWG-EAFM (2014) menetapkan enam domain
dalam EAFM: sumberdaya ikan, habitat dan
ekosistem, teknik penangkapan ikan, sosial
ekonomi serta kelembagaan. Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan Nomor 9 Tahun 2015
Tentang Standar Kompetensi Kerja Khusus
Pengelolaan Perikanan Dengan Pendekatan
Ekosistem, merumuskan EAFM  sebagai
pendekatan pengelolaan yang menitikberatkan
pada pentingnya keterkaitan (konektivitas)
sumberdaya ikan dan komponen ekosistem
perairan termasuk aspek sosial, ekonomi, dan
kelembagaan.

Aspek kelembagaan memiliki peran
penting bagi terselenggaranya pengelolaan
perikanan di setiap wilayah pengelolaan
perikanan (Gazali, 2019). Posisi penting
kelembagaan tergambar dari dua nilai yang
dikandungnya, sistem nilai atau norma dan
organisasi. Kajian penting kelembagaan dalam
pengelolaan  perikanan  bertujuan  untuk
mengetahui efektivitas tidak pengelolaan pada
kondisi dan penyebab terjadinya
(Abrahamsz&Wourlianty, 2015). Dalam konteks
dinamika kelembagaan, identifikasi tentang
masalah dan isu pengelolaan perikanan, serta
respons kelembagaan terhadap persoalan
tersebut dipandang penting untuk memecahkan
berbagai masalah pengelolaan perikanan (Yusuf
etal., 2018).

Salah satu keanekaragaman budaya dari
masyarakat hukum adat di Provinsi Maluku

P-ISSN 1693-6493  E-ISSN 2656-2758 53

DOI: https://doi.org/10.30598/TRITONvol19issuelpage52-63

adalah “Sasi”. Ketentuan hukum adat tentang
sasi memuat tiga hal pokok yang menarik.
Pertama, sasi memuat unsur larangan
memanfaatkan sumberdaya alam dalam jangka
waktu tertentu (Persada et al., 2018). Lebih jauh
lagi dalam sasi terselip adanya pengkaitan
ketentuan adat dengan pelestarian kemampuan
lingkungan hidup. Kedua, ketentuan sasi tidak
hanya mencakup lingkungan alam tetapi juga
lingkungan sosial (Kusumadinata, 2015). Ketiga,
ketentuan hukum sasi ditentukan oleh
masyarakat pendiri dari bawah, atas prakarsa
masyarakat sendiri serta pengawasan atas
pelaksanaannya pun diselenggarakan oleh
masyarakat (Asrul et al., 2017). Berdasarkan tiga
hal pokok tersebut terlihat bahwa kearifan
masyarakat yang sejak dahulu (kurang lebih abad
ke-17 telah  diterapkannya sasi) telah
berwawasan lingkungan.

Kearifan masyarakat seperti budaya sasi
di Maluku, salah satunya dapat ditemukan di
Negeri Haruku Kecamatan Pulau Haruku,
Kabupaten Maluku Tengah. Sebagai suatu
negeri yang terletak di wilayah pesisir, secara
langsung mengindikasi bahwa masyarakat pada
wilayah tersebut cenderung memanfaatkan
sumberdaya kawasan pesisir dan laut untuk
memenuhi  kebutuhannya. Sumberdaya ikan
yang menjadi tujuan pelaksanaan sasi di Negeri
Haruku adalah ikan lompa (Thryssa baelama).
Sasi lompa dilestarikan oleh lembaga adat yaitu
Raja, Kepala Soa, Saniri, Kewang dan Marinyo
(Alvayedo&Erliyana, 2022). Lembaga kewang
berperan dalam menjaga serta melindungi segala
sumberdaya yang disasi.

Fokus penelitian ini adalah penilaian status
indikator kelembagaan pada sumberdaya ikan
lompa berbasis kearifan lokal di Negeri Haruku.
Sistem kelembagaan yang masih sederhana
dengan eksistensi kelembagaan yang harus
diinisiasi dengan cepat juga merupakan
kebutuhan untuk mendukung kelembagaan pada
sumberdaya. Sejauhmana domain kelembagaan
pada sumberdaya berbasis kearifan lokal,
menjadi pertanyaan serius yang penting untuk
dijawab. Jawaban terhadap pertanyaan ini adalah
adanya kebutuhan penataan kelembagaan secara
komprehensif. Berdasarkan uraian tersebut maka
penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
status kelembagaan sasi lompa di Negeri Haruku.
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METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Negeri Haruku
Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku
Tengah. Penelitian dilaksanakan dari bulan
Februari hingga Juli 2020. Pada penelitian ini
menggunakan studi kasus yang merupakan
penelitian tentang keseluruhan siklus kehidupan,
kadang-kadang hanya meliputi segmen-segmen
tertentu pada faktor-faktor kasus
(Achmadi&Narbuko, 2009). Tujuan studi kasus
adalah memberikan gambaran secara mendetail
tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter
yang khas dari kasus ataupun status individu
yang kemudian dari sifat-sifat khas tersebut akan
dijadikan suatu hal yang bersifat umum.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian yaitu pertama: observasi
penelitian dilakukan sebelum pengambilan data
di Negeri Haruku. Hal ini digunakan sebagai
bahan pertimbangan untuk menyusun instrumen
penelitian. Kedua:  wawancara  adalah
pengumpulan data dengan jalan komunikasi
melalui kontak atau hubungan pribadi antara
pengumpul data dan sumber data (responden).
Ketiga: dokumentasi merupakan pengumpulan
data dengan mengambil data yang berkaitan
dengan permasalahan yang diteliti dari hasil
publikasi  lembaga-lembaga atau instansi
pemerintah serta organisasi lainnya seperti
Kantor Negeri Haruku.

Pengambilan  sampel pada  proses
wawancara menggunakan teknik “purposive
sampling”. Sampel yang diambil sebanyak 35
responden meliputi pertama: seorang pemangku
adat dan “kepala kewang laut” yang memahami
permasalahan ritual hukum adat yang berkaitan
dengan eksistensi sasi dalam melindungi
kelestarian ikan lompa (Thryssa baelama) yang
selanjutnya dapat dikatakan sebagai key
informant. Kedua: Seorang Raja (Kepala
Pemerintah Negeri) yang merupakan
kelembagaan formal yang menjaga, melindungi,
dan menertibkan masyarakatnya dan ikut serta
dalam terlaksananya hukum adat sasi. Ketiga: 32
(tiga puluh dua) orang masyarakat yang
bermukim di daerah kawasan sasi.

Metode Analisis Data
Analisis status kelembagaan difokuskan
pada indikator kelembagaan (Tabel 1), dan
menggunakan metode analisis EAFM (NWG-
EAFM, 2014). Penilaian terhadap tiap indikator,
masing-masing dengan kriteria dan bobot
penilaian (NWG-EAFM, 2014; Ninef et al.,
2019). Analisis keragaan EAFM perikanan di
kawasan ini menggunakan indeks komposit.
Tahapan analisis mengacu pada Ninef et al.
(2019):
1. Pemberian skor pada setiap indikator dalam
skala Likert berbasis ordinal 1,2,3.
2. Perhitungan indeks komposit dengan model:
CAi=f(CAni...n=1,2,3.....m)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indikator Kepatuhan

Indikator ini  mencakup  kepatuhan
terhadap prinsip-prinsip sasi lompa yang
bertanggung jawab dalam pengelolaan sasi
lompa dan telah ditetapkan baik secara formal
maupun non-formal atau adat (NWG-EAFM,
2014). Analisis indikator kepatuhan bertujuan
mengetahui  tingkat kepatuhan masyarakat
terhadap aturan main secara formal dan informal
dalam pengelolaan sasi lompa. Selanjutnya, jika
semakin tinggi tingkat kepatuhan maka akan
berdampak terhadap semakin tinggi efektivitas
pengelolaan, sehingga diperolah efektivitas
pengelolaan sasi lompa yang dinamis.

Hasil penelitian menunjukan indikator
kepatuhan memiliki skor 1 pada indikator non-
formal (Tabel 2). Berdasarkan informasi dari
masyarakat bahwa telah terjadi pelanggaran yang
dilakukan oleh orang yang lebih dari 5 kali dalam
1 tahun. Pencatatan pelangaran pada pengelolaan
sasi lompa ditemukan pada lokasi penelitian
sebanyak 20 pelanggaran yang terdistribusi pada
6 responden. Kategori pelanggaran yang
teridentifikasi meliputi: membuang jaring
sebelum waktunya, kondisi speed boat dalam
keadaan menyala saat masuk labuang,
pembiusan ikan, dan pengambilan ikan untuk
dijadikan sebagai umpan. Gazali (2019)
menemukan pelanggaran yang terjadi pada
berbagai level, baik penggunaan alat tangkap
merusak hingga pada kepemilikan ijin.
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Tabel 1. Indikator kelembagaan dalam EAFM
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Indikator Kriteria
1 = lebih dari 5 informasi pelanggaran,
Kepatuhan 2 = lebih dari 3 informasi pelanggaran,

3 = tidak ada informasi pelanggaran

Kelengkapan Aturan Main dalam Pengelolaan
Perikanan

1 =tidak ada;

2 = ada tapi tidak lengkap;

3 = ada dan lengkap elaborasi untuk poin 2
1 = ada tapi jumlahnya berkurang;

2 = ada tapi jumlahnya tetap;

3 = ada dan jumlahnya bertambah

Mekanisme Pengambilan Keputusan

1 = tidak ada mekanisme kelembagaan;

2 = ada mekanisme tapi tidak berjalan efektif;

3 = ada mekanisme kelembagaan dan berjalan efektif
1 = ada keputusan tapi tidak dijalankan;

2 = ada keputusan tidak sepenuhnya dijalankan;

3 = ada keputusan dijalankan sepenuhnya

Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP)

1 = belum ada RPP;
2 = ada RPP namun belum sepenuhnya dijalankan;
3 = ada RPP dan telah dijalankan sepenuhnya

Tingkat Sinergisitas Kebijakan dan Kelembagaan
Pengelolaan Perikanan

1 = konflik antar lembaga (kebijakan antar lembaga
berbeda kepentingan);

2 = komunikasi antar lembaga tidak efektif;

3 = sinergi antar lembaga berjalan baik

1 = terdapat kebijakan yang saling bertentangan;

2 = kebijakan tidak saling mendukung;

3 = kebijakan saling mendukung

Kapasitas Pemangku Kepentingan

1 =tidak ada peningkatan;
2 = ada tapi tidak difungsikan;
3 = ada dan difungsikan

Sumber: Abrahamsz&Wurlianty, 2015

Tabel 2. Indikator kepatuhan

Indikator Definisi/ Monitoring/ Kriteria Skor  Kondisi di
Penjelasan Pengumpulan (1-3) Lapangan
Kepatuhan terhadap :ﬁ?ér:rg:;: > 1
prinsip-prinsip Sasi Ikan Tingkat kepatuhan Wawancara/kuesioner I
Lompa yang selurun pemangku (key person) terhadap petanggaran
bertanggung jawab kepentingan pelanggaran non !eb'h dar! 3
dalam pengelolaan Sasi lembaga adat formal termasuk Informasi 2 1
Ikan Lompa yang telah terhadap aturan ketaatan sendiri pelanggaran
ditetapkan baik secara main baik formal maupun peraturan tidak ada
formal maupun non- maupun non formal diatasnya informasi 3

formal (alat)

pelanggaran

Sumber: Data primer diolah, 2020

Secara umum, hasil tersebut memberikan
adanya dinamika pelanggaran secara spasial
maupun temporal. Secara spasial, kawasan
dengan tingkat pelanggaran paling tinggi adalah

di hilir sungai tempat dilaksanakannya sasi.
Secara temporal, penurunan pelanggaran terjadi
setiap tahun. Walaupun demikian, tingkatan
pelanggaran termasuk dalam kategori sangat
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tinggi jika disesuaikan dengan kriteria penilaian.
Dalam satu tahun terakhir, pelanggaran formal
yang terjadi sebelum kegiatan sasi lompa
berlangsung sebanyak 4 kali, sedangkan
pelanggaran non-formal sebanyak 20 kali dari
masyarakat sekitar lokasi sasi. Perilaku ilegal
dalam pengelolaan sasi lompa terjadi karena
rendahnya kewajiban moral dan pengaruh sosial,
serta orientasi biaya konvensional dan
pendapatan. Upaya komunikasi  otoritas
pengelola dengan pengguna sumberdaya tentang
kepatuhan berhasil mempertahankan tingkat
kepatuhan (Arias&Sutton, 2013). Pengguna
sumberdaya diharapkan mematuhi aturan-aturan
pengelolaan dan dikontrol melalui mekanisme
yang sah. Pada kondisi ini, adopsi aturan
pengelolaan akan berjalan dengan baik karena
meningkatnya kepatuhan dalam pengelolaan sasi
lompa.  Keiikutsertaan dan  pemahaman
masyarakat terhadap pelaksanaan serta manfaat
sasi sangat berdampak positif terhadap
keberlanjutan sumberdaya alam (Renjaan et al.,
2013)

Indikator Kelengkapan Aturan Main Dalam
Pengelolaan Sasi Lompa

Kelengkapan  aturan  main  dalam
pengelolaan sasi lompa menunjukkan bahwa

Tabel 3. Indikator kelengkapan aturan main

semakin lengkap aturan maka semakin baik
kelembagaan pengelolaan sasi lompa, sehingga
akan semakin efektif pengelolaan sasi lompa
tersebut (NWG-EAFM, 2014). Indikator
kelengkapan aturan main memiliki skor 2 yang
dibagi dalam dua bagian penjelasan yaitu sejauh
mana kelengkapan regulasi dalam pengelolaan
sasi ikan lompa dan ada atau tidaknya penegakan
aturan main dan efektivitasnya (Tabel 3). Bagian
pertama menjelaskan adanya aturan sasi lompa
di Negeri Haruku namun belum efektif karena
masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh
masyarakat setempat (Karepesina et al., 2013).
Pendekatan hukum terkait sasi lompa telah
berjalan namun masih dilakukan pelanggaran.
Hasil penelitian menunjukkan eksistensi aturan
formal di daerah yang terkait dengan pengelolaan
sasi lompa belum ada, kecuali pengaturan secara
makro dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Maluku Tengah. Pada tingkat
masyarakat dan kawasan sasi telah ditetapkan
keputusan raja negeri tentang pelangaran
penangkapan ikan ataupun akibat aktivitas dalam
bentuk apapun di daerah sasi lompa. Selain itu
ditetapkan pula aturan penggunaan obat bius
dalam melakukan penangkapan ikan di kawasan
sasi.

Indikator De_f|n|5|/ Monitoring/ Pengumpulan Kriteria Skor Kondisi di
Penjelasan Lapangan
Sejauh mana 1. Benchmark sesuai dengan _tidak ada 1
kelengkapan peraturan nasional. ada tapi tidak 9
regulasi dalam 2. Membandingkan situasi lengkap 5
pengelolaan sekarang dengan Yyang
Sasi Ikan sebelumnya ada dan lengka 3
;ﬁlrz?]gkaﬁgm Lompa 3. Replikasi kearifan lokal gxap
dalam ada tapi
pengelolaan Survei dilakukan melalui Jumiahnya 1
ﬁzsr:] . Ikan A;dna;a;i:ntldak wawancara/kuesioner berkurang
P gtura% main L Ketersediaan adat, orang ada tapi 2 3
dan 2. Bentuk dan intensitas _jumlahnya tetap
efektivitasnya penindakan (teguran, gda dan
hukum) jumlahnya 3

bertambah

Sumber: Data primer diolah, 2020
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Regulasi yang ditetapkan tersebut hanya
mengatur  pengendalian  pemanfaatan dan
perlindungan sumberdaya ikan dan lingkungan,
sehingga teridentifikasi keterkaitan kuat dengan
eksistensi aturan-aturan formal tersebut, yakni
domain sumberdaya ikan serta habitat dan
ekosistem. Namun demikian, pengaturan tentang
sumberdaya ikan masih lemah. Implementasi
aturan-aturan pengelolaan sasi lompa masih
terbatas pada penggunaan aturan-aturan yang
berlaku secara nasional. Hal ini menyebabkan
hingga tahun 2015 belum adanya penambahan
regulasi baru di daerah yang terkait dengan
pengelolaan sasi lompa secara komprehensif.

Dalam konteks penegakan aturan main,
hanya aturan adat yang memainkan peran
penting, terutama dalam konteks pelanggaran
pemanfaatan yang merusak artinya walaupun ada
upaya penegakan aturan main, namun belum
menunjukan adanya efektivitas penegakan
aturan. Hal ini terbukti bahwa hingga tahun 2017
masih adanya aktivitas pemanfaatan sumberdaya
ikan dan lingkungan pada daerah sasi yang
bersifat merugikan. Kondisi tersebut
menyebabkan peran kewang lebih kuat dibanding
tenaga pengawas yang disediakan oleh
pemerintah setempat. Kuatnya peran kewang
tergambar dari adanya teguran dan penjelasan-
penjelasan yang diberikan terhadap para
pelanggar, khususnya tentang eksistensi sasi
lompa dan pentingnya perlindungan di kawasan
sasi. Dinamika kelembagaan dalam pegelolaan
sasi lompa di Negeri Haruku pada konteks
kelengkapan aturan main saat ini sangat
ditentukan oleh eksistensi aturan main yang
masih kurang, penegakan hukum yang lemah dan
hanya didukung oleh peran masyarakat adat.
Peraturan yang lengkap menjadi dasar dalam
pelaksanaan pengelolaan perikanan yang
bertanggungjawab.  Kelengkapan peraturan
secara otomatis dapat terimplementasi dengan
baik (Gazali, 2019).

Indikator Mekanisme
Keputusan

Penilaian indikator ini untuk mengetahui
tingkat efektivitas pengambilan keputusan dalam
pengelolaan sasi lompa. Pengambilan keputusan
yang tidak didukung dengan tata kelola sasi
lompa yang benar dan prinsip-prinsip sasi lompa

Pengambilan
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yang bertanggung jawab akan berdampak negatif
bagi masa depan sasi lompa (NWG-EAFM
2014).  Penilaian  indikator ~ mekanisme
pengambilan keputusan (Tabel 4) berada pada
skor 2 dan 3 yang dibagi dalam tiga bagian
penjelasan. Pertama; setiap pelanggaran yang
dilakukan terkait hal teknis dalam sasi lompa
tentunya akan ditindak sesuai aturan yang telah
ditetapkan. Kedua; kewang wajib memberikan
hukuman bagi yang melanggarnya. Ketiga; sasi
lompa memiliki aturan dan penindakan hukum
pada pelanggarnya, misalnya pelanggaran yang
dilakukan oleh anak-anak dalam mengambil ikan
lompa sebagai umpan untuk memancing.
Mekanisme pengambilan keputusan terkait
pengelolaan sasi lompa di Negeri Haruku,
meliputi dua mekanisme: (1) mekanisme formal
pada tingkat kabupaten; dan (2) mekanisme
informal masyarakat adat. Pertama; mekanisme
formal berpedoman pada mekanisme yang
berlaku nasional. Pilihan mekanisme ini
dilakukan karena belum ada regulasi daerah
tentang mekanisme pengambilan keputusan
dalam penanganan pelanggaran terhadap
pengelola sasi lompa. Proses pengambilan
keputusan melalui enam tahapan dan cukup
panjang, melibatkan tujuh aktor utama.
Walaupun tahapan prosesnya cukup jelas, namun
mekanisme pengambilan keputusan seperti ini
hanya satu kali dilakukan, dan umumnya terhenti
di pihak penegak hukum. Pada tingkat
implementasi, mekanisme ini tidak efektif karena
rentang kendali koordinasi dan sistem pelaporan
yang tidak efisien. Kedua; pengambilan
keputusan secara informal oleh masyarakat adat,
yakni partisipasi masyarakat dalam proses
pengawasan di Negeri Haruku. Mekanisme
pengambilan keputusan di tingkat masyarakat
adat melalui tahapan yang cepat, kekuatan
hukum yang digunakan kewang adalah raja.
Mekanisme pengambilan  keputusan pada
masyarakat adat memiliki enam tahapan yang
melibatkan lima aktor dengan komunikasi yang
cepat. Mekanisme ini digunakan sejak keputusan
raja, dan mekanisme ini hanya empat Kali
digunakan hingga tahun 2018. Terdapat tiga
tahapan keputusan adat yang menjadi pilihan
untuk membangun efek jera di tingkat
pelanggaran.  Keputusan pertama adalah
peringatan, jika terjadi pelanggaran oleh
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pelanggar yang sama, maka diberikan peringatan
kedua disertai surat resmi, dan bila pelangaran
dilakukan ketiga kalinya maka diberikan
keputusan hukuman adat (denda sebesar Rp.
20.000, Kkhusus untuk anak-anak dipukul
sebanyak 5 kali). Dinamika pengambilan
keputusan cukup tinggi di tingkat masyarakat
adat. Walaupun demikian, mekanisme seperti ini
masih membutuhkan koordinasi yang kuat
dengan kelembagaan formal yang ada di Negeri
Haruku. Efektivitas keputusan diduga belum
sepenuhnya dapat memberikan efek jera jika
mekanisme ini tidak dijalankan secara reguler,
walaupun masyarakat patuh terhadap aturan adat.

Indikator Rencana Pengelolaan Sasi lkan
Lompa

Indikator rencana pengelolaan
mengedepankan eksistensi Rencana Pengelolaan
Perikanan (RPP) sasi lompa yang membuat
berbagai aspek dalam pengelolaan sasi lompa,
baik pihak-pihak  terlibat, mekanisme
kelembagaan dalam pengelolaan dan aspek
perencanaan pengelolaan sasi lompa. RPP
diharapkan menjadi petunjuk pelaksanaan

Tabel 4. Indikator mekanisme pengambilan keputusan

pengelolaan sumberdaya ikan dalam menjamin
kesinambungan kegiatan sasi lompa di Negeri
Haruku.

Indikator rencana pengelolaan sasi lompa
memiliki skor 2 (Tabel 5). Hasil ini menjelaskan
bahwa sasi lompa di Negeri Haruku memiliki
RPP namun belum ditindak lanjuti. Hal ini
disebabkan oleh kurangnya perhatian penuh dari
pemerintah pusat tentang sumberdaya ikan di
Negeri Haruku. Hasil di lapangan menunjukan
bahwa belum adanya RPP sebagai regulasi
formal pada tingkat kecamatan. Kondisi ini
menyebabkan tidak adanya petunjuk pasti
tentang pengelolaan sumberdaya ikan, terutama
ikan lompa. Pada sisi lain terkait pengelolaan, di
Negeri Haruku masih dipertahankan kearifan
lokal sasi, baik untuk pengelolaan kawasan
secara umum maupun pengelolaan sumberdaya
ikan secara khusus. Walaupun demikian, RPP
yang bersifat informal ini belum sepenuhnya
dilakukan. Pengelolaan perikanan merupakan
suatu kegiatan yang wajib dilakukan untuk
mencapai  perikanan yang berkelanjutan.
(Tarigan et al., 2019)

Indikator De_f|n|5|/ Monitoring/ Kriteria Skor Kondisi di
Penjelasan Pengumpulan Lapangan
tidak ada penegakan 1
aturan
ada penegakan aturan 9 5
main namun tidak efektif
ada penegakan aturan 3
Mekani f_\gakatau main dan efektif
ekanisme idaknya . -
Pengambilan mekanisme Survei dllaku_kfan tidak ada alat dan orang 1
Keputusan engambilan dengan analisis :
edpl: pk 9 dokumen antara ada alat dan orang tapi )
aram eputusan lembaga dan analisis tidak ada tindakan 3
Pengelolaan dalam takehold lalui
Sasi Ikan pengelolaan S1aKeno e/Lme all ada alat dan orang serta 4
Lompa Sasi Ikan wawancara/kuesioner a_da tindakan
Lompa tidak ada teguran 1
maupun hukuman
ada teguran atau 5 3
hukuman
ada teguran dan
3
hukuman

Sumber: Data primer diolah, 2020
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Indikator Definisi/ Monitoring/ Kriteria Skor  Kondisi di
Penjelasan Pengumpulan (1-3) Lapangan
belum ada 1
RPP;
Survei dilakukan a0a I’RPP
Ada atau tidaknya dengan namun
RPP untuk wawancara/kuisioner: belum 5
Rencana pengelolaan Sasi wilayah 1. Adanya atau tidak
. . sepenuhnya 2
Ikan Lompa pengelolaan Sasi RPP di suatu daerah diialankan:
Ikan Lompa 2.Dilaksanakan atau dJ PP :
dimaksud tidak RPP yang telah ada
dibuat dan telah 3
dijalankan
sepenuhnya
Sumber: Data primer diolah, 2020
Pelaksanaan sasi yang ditetapkan dengan kepentingan dan benturan kebijakan.

menutup sebagian kawasan untuk pemanfaatan
sumberdaya ikan tertentu belum mendapat
perhatian serius dari masyarakat terhadap
substansi pengaturan sasi dalam pengelolaan
secara komperhensif. Hal ini terbukti dengan
masih adanya kegiatan pemanfaatan pada
kawasan sasi. Selain itu, adanya pemanfaatan
sumberdaya ikan yang dilindungi seperti penyu.
Dinamika kelembagaan pada indikator RPP
masih diinisiasi oleh masyarakat.
Implementasinya belum menunjukan manfaat
eksistensi RPP ditingkat masyarakat adat.
Walaupun aturan adat memiliki posisi yang kuat,
namun ketergantungan secara ekonomi terhadap
sumberdaya ikan menjadi pemicu aktivitas
masyarakat yang tidak sesuai dengan substansi
RPP. Mukminin et al. (2022) menemukan hasil
penilaian pada indikator ini adalah rendah,
padahal eksistensi RPP sangat menentukan
keberhasilan pengelolaan sasi lompa secara
berkelanjutan. Pilihan terbaik untuk membangun
RPP adalah penggunaan sistem pengelolaan sasi
lompa dengan pendekatan ekosistem. Pilihan ini
sangat membantu lembaga pengelolaan sasi
lompa mereduksi dampak yang kompleks.

Indikator Tingkat Sinergitas Kebijakan dan
Kelembagaan Pengelolaan Sasi Lompa
Tingkat sinergisitas antar kebijakan dan
lembaga merupakan keterpaduan gerak dan
langkah antara kebijakan dalam pengelolaan sasi
lompa sehingga tidak memunculkan konflik

Keberhasilan pengelolaan sasi lompa ditentukan
oleh sejauh mana sinergisitas antar lembaga
terkait pengelolaan sasi lompa. Tujuan indikator
ini adalah mengetahui tingkat sinergi antara
lembaga dan tingkat sinergi kebijakan dalam
pengelolaan sasi lompa (NWG-EAFM, 2014).
Penilaian indikator tingkat sinergitas
kebijakan dan kelembagaan pengelolaan sasi
lompa (Tabel 6) memiliki skor 3 yang dibagi
dalam dua bagian penjelasan. Pertama; lembaga-
lembaga yang bekerjasama untuk menjaga
kerberlangsungan sumberdaya ikan lompa di
Negeri Haruku. Hal ini memungkinkan dapat
berjalannya hubungan kerjasama yang baik
antara lembaga adat dan lembaga yang lain.
Kedua; adanya kebijakan saling mendukung
yang dibuat antara lembaga-lembaga tersebut.
Sejak tahun 2000-2018, pengembangan sasi
lompa didasarkan pada komunikasi yang baik
antar lembaga di tingkat kabupaten hingga di
tingkat  masyarakat.  Partisipasi  seluruh
stakeholder cukup tinggi, namun terlihat ego
sektoral yang kuat dalam implimentasinya.
Kondisi ini disebabkan setiap lembaga/badan
masing-masing memiliki rencana berbeda, dan
belum ada integrasi program maupun kegiatan.
Kondisi  tersebut turut memberikan
pengaruh terhadap rumusan kebijakan. Masing-
masing lembaga/badan memiliki kebijakan yang
saling terpisah, beberapa diantaranya telah
mengembangkan kegiatan pada kawasan dan
lokasi yang sama, namun belum tergambarkan
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sinergitasnya. Pendekatan terpadu pada setiap
tingkatan lembaga merupakan alat dasar untuk
pembuatan kebijakan dan pelaksanaan di seluruh
sektor pada berbagai tingkat pemerintah dan
kawasan, memungkinkan identifikasi kebijakan
dan implementasinya sistematis, sinergi atau
efisien. Abrahamsz et al. (2018) dalam penilaian
EAFM menyatakan bahwa sinergisitas antar
lembaga belum didukung dengan komunikasi
yang efektif, namun pada tingkat kebijakan
terindikasi saling mendukung. Kebijakan
pengelolaan sumberdaya alam pada dasarnya
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
seluruh  masyarakat di daerahnya secara
berkelanjutan (Lestari&Satria, 2015).

Indikator Kapasitas Pemangku Kepentingan

Kapasitas pemangku kepentingan
mencakup upaya konstruktif  peningkatan
kapasitas oleh  pemangku  kepentingan.

Pemangku sasi lompa adalah berbagai pihak

yang terkait secara langsung dalam pengelolaan
sasi lompa. Pemangku sasi lompa dapat berasal
dari birokrasi pemerintah (pusat dan daerah),
swasta, masyarakat, perguruan tinggi, LSM dan
organisasi masyarakat pesisir (NWG-EAFM,
2014). Indikator  kapasitas pemangku
kepentingan memiliki skor 2 (Tabel 7). Hal ini
menjelaskan  bahwa  adanya  pemangku
kepentingan, walaupun tidak dijalankan sesuai
fungsinya. Kondisi ini disebabkan belum ada
perhatian penuh dari pemerintah pusat terkait
sasi lompa. Efektivitas peningkatan kapasitas
dalam pengelolaan sasi lompa sangat ditentukan
oleh kebijakan yang diimplementasikan. Rehata
et al. (2020) menemukan indikator kapasitas
pemangku kepentingan tergolong buruk dan
sangat berpengaruh terhadap pengelolaan
perikanan. Peran pemangku kepentingan dalam
pengelolaan sumberdaya alam perlu diatur
dengan baik untuk mewujudkan tujuan strategis
(Parera et al., 2022).

Tabel 6. Indikator tingkat sinergitas kebijakan dan kelembagaan

. Definisi/ Monitoring/ o Kondisi di
Indikator Penjelasan Pengumpulan Kriteria Skor Lapangan
konflik antar
1
lembaga
Semakin tinggi . . (kebijakan antar
tingkat sinergi antara gngVZ'n d”:ri:e?lli(:ig lembaga berbeda
lembaga maka dikt?men antara kepentingan)
tingkat  efektivitas lembaga dan analisis komunikasi antar 3
pengelolaan Sasi stakeh%lder melalui lembaga tidak 2
. . . lkan Lompa akan ; efektif
Tingkat sinergisitas  comouin baik wawancara/kuesioner Sineral antar
kebijakan dan g .
kelemba lembaga berjalan 3
gaan — baik
pengelolaan  Sasi terdapal
Ikan Lompa . L ap
Semakin tinggi . . kebijakan  yang
X o Survei dilakukan . 1
tingkat sinergi antar denaan analisis saling
kebijakan maka dikliqmen antara bertentangan
tingkat  efektivitas lembaca dan analisis kebijakan tidak 3
pengelolaan Sasi stakeh%lder melalui saling 2
lkan Lompa akan ; mendukung
A wawancara/kuesioner — -
semakin baik kebijakan saling 3
mendukung

Sumber: Data primer diolah, 2020
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Tabel 7. Indikator kapasitas pemangku kepentingan
Indikator Definisi/ Penjelasan P?nognljtrcl)glglaln Kriteria ?f%; Il_<a %r;(:]'ﬁ;g:]
Survei dilakukan tidak ada
Seberapa . besar gengan peningkatan 1
frekuensi  peningkatan \\awancara/kuisioner
Kapasitas kapasitas pemangku terhadap : ada tapi
pemangku kepentingan 'dalam 1. adanya atay  tidak 2 2
kepentingan pengelolaan Sasi Ika_n tidak, berapa kali _difungsikan
Lompa berbasis 5 Materi ada dan
ekosistem difungsikan 3
Sumber: Data primer diolah, 2020
Efektivitas dan tidaknya  proses baik, dan indikator pemangku kepentingan

peningkatan kapasitas sangat ditentukan oleh
proses pembelajaran pada tiga aspek yaitu
pembelajaran antar individu, antar displin dan
antar tipe pengetahuan (Haapasari et al., 2012
dalam Abrahamsz&Wurlianty, 2015).
Abrahamsz et al. (2018), menemukan implikasi
pengembangan kelembagaan adalah melalui
peningkatan kapasitas kelembagaan dalam
pengelolaan perikanan yang bertanggungjawab,

penetapan dan implementasi rencana
pengelolaan  perikanan, serta  penguatan
manajemen  kelompok  dan  kemitraan.

Puansalaing et al. (2021) mengusulkan bahwa
peningkatan  sinergitas  kebijakan  dan
kelembagaan serta peningkatan kapasitas
pemangku kepentingan sebagai langkah penting
dalam pengembangan kelembagaan pengelola.
Ramdhani et al. (2019) menyatakan strategi
advokasi terhadap kesadaran krisis perikanan dan
eksistensi data perikanan menjadi kebutuhan
penting.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penilaian terhadap domain kelembagaan
sasi lompa di Negeri Haruku memperlihatkan
bahwa indikator tingkat kepatuhan terhadap
prinsip perikanan yang bertanggung jawab masih
kurang, sedangkan indikator kelengkapan aturan
main dalam pengelolaan perikanan tergolong

sedang. Sementara indikator = mekanisme
kelembagaan pengelolaan perikanan sangat
bervariasi, indikator rencana pengelolaan

perikanan tergolong sedang, indikator tingkat
sinergitas kebijakan dan kelembagaan sangat

tergolong sedang.

Beberapa saran yang direkomendasikan
untuk mendukung penguatan kelembagaan sasi
meliputi: peningkatan sinergitas pemerintah
daerah, pemerintah negeri negeri, lembaga dan
masyarakat adat, yang didukung stakeholder
seperti akademisi. Penguatan naskah akademik
untuk peningkatan nilai komposit pada analisis
EAFM sebagai dasar pengembangan Rencana
Pengelolaan Perikanan (RPP). Penegakan hukum
lebih diefisienkan dengan mengakomodir hukum
adat atau non formal yang berlaku di masyarakat.
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